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Gelar Anugerah Meritokrasi 2021, KASN Berkomitmen Terus
Konsisten Percepat Penerapan Sistem Merit

Wapres Ma’ruf Amin: Kembangkan dan Perkuat Implementasi Manajemen Talenta
dalam Manajemen ASN

SURABAYA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali menggelar Anugerah
Meritokrasi untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem
merit dengan baik dan sangat baik. Pada 2021 ini, KASN menetapkan 45 instansi
memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat
baik. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana sebanyak 81 instansi
ditetapkan mendapat kategori sangat baik dan baik.

Menurut Ketua KASN, Agus Pramusinto, keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai
penerapan sistem merit kategori baik dan sangat baik merupakan buah kerja keras dan
komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN.
“Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi pemerintah
yang telah berkomitmen untuk menerapkan sistem merit serta ikut dalam penilaian
penerapan sistem merit dan kami berharap pula agar prestasi kali ini menjadi pemicu untuk
perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah,” terang Agus
dalam sambutannya pada Anugerah Meritokrasi di Surabaya, Selasa (7/12/2021).

Di tengah keberhasilan tersebut, Agus menyatakan akan tetap konsisten mempercepat
implementasi sistem merit melalui penguatan pengawasan, asistensi, kolaborasi serta kerja
sama dengan lebih banyak instansi pemerintah demi mendorong perbaikan manajemen
ASN secara berkelanjutan. Hadirnya Anugerah Meritokrasi juga diharapkan dapat
memotivasi lebih banyak instansi pemerintah untuk berkomitmen menerapkan sistem merit
dengan lebih baik.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menyebut digelarnya Anugerah
Meritokrasi menjadi bukti konsistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi
pemerintah sesuai amanat Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN. lktikad baik
tersebut diyakini dapat mengakselerasi tercapainya reformasi ASN Indonesia yang
merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.

Wapres turut mendorong, sistem merit harus diterapkan secara konsisten mulai dari sistem
rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga



pengawasan. Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit, ia
menjabarkan dibutuhkan beberapa langkah strategis.

“‘Pertama, kembangkan dan perkuat implementasi manajemen talenta dalam manajemen
ASN. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada
gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wakil Presiden.

Di samping itu, baik instansi pemerintah maupun SDM perlu meningkatkan agility dan
kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat
nasional. Wapres kemudian mengajak seluruh ASN di Tanah Air untuk mengerahkan
profesionalitas dan tekad mereka untuk mewujudkan ASN berkelas dunia.

Sementara itu, dilaksanakannya Anugerah Meritokrasi di Kota Pahlawan turut disambut baik
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Hal itu menurutnya menjadi sebuah
kebanggaan karena Jawa Timur menjadi salah satu instansi yang mendapatkan
penghargaan sistem merit kategori sangat baik.

“Tentu kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi dalam transformasi tata kelola
pemerintahan yang saat ini telah kita lakukan melalui penyempurnaan terhadap talent pool,
rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi juga penyederhanaan
organisasi,” ucap Emil.

Wagub berharap, ke depannya penerima penghargaan Anugerah Meritokrasi akan makin
bertambah banyak di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sebagai informasi, sejak 2019 hingga pengujung 2021 KASN tercatat telah menilai 347
instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 instansi telah mendapatkan
kategori baik dan 46 lainnya mendapatkan kategori sangat baik. Pada 2024 mendatang,
KASN menargetkan 100 persen Kementerian/Lembaga, 85 persen Pemprov, dan 30 persen
Kabupaten/Kota mendapatkan kategori minimal baik penerapan sistem merit.
(nga/HumasKASN)
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DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH PERAIH KATEGORI SANGAT BAIK DAN BAIK
DALAM PENERAPAN SISTEM MERIT 2021

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA KATEGORI
No. SANGAT BAIK Instansi Kategori Nilai

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

1 dan Teknologi Kementerian SANGAT BAIK 361
Kementerian Perencanaan dan

2 Pembangunan Nasional / Bappenas Kementerian SANGAT BAIK 360.5

3 Kementerian Sosial Kementerian SANGAT BAIK 336.5

4 Kehutanan Kementerian SANGAT BAIK 335.5

5 Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian SANGAT BAIK 333

6 Mineral Kementerian SANGAT BAIK 329

7 Kementerian Kesehatan Kementerian SANGAT BAIK 327.5
Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan

8 Korupsi Lembaga SANGAT BAIK 362.5

9 Lembaga Administrasi Negara Lembaga SANGAT BAIK 362.5

10 Badan Intelijen Negara Lembaga SANGAT BAIK 343
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

11 Pemerintah Lembaga SANGAT BAIK 337.5

12 Ombudsman Republik Indonesia Lembaga SANGAT BAIK 334
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

13 Keuangan Lembaga SANGAT BAIK 333.5

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lembaga SANGAT BAIK 325

PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN

DAN KOTA KATEGORI SANGAT BAIK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi SANGAT BAIK 340.5
16 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Provinsi SANGAT BAIK 335.5
17 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Provinsi SANGAT BAIK 332
18 Pemerintah Provinsi Bali Provinsi SANGAT BAIK 330
19 Pemerintah Kota Bogor Kab-Kota SANGAT BAIK 335.5
20 Pemerintah Kabupaten Sinjai Kab-Kota SANGAT BAIK 334.5
21 Pemerintah Kabupaten Wajo Kab-Kota SANGAT BAIK 333
22 Pemerintah Kabupaten Karawang Kab-Kota SANGAT BAIK 329.5
23 Pemerintah Kabupaten Sumedang Kab-Kota SANGAT BAIK 328.5
24 Pemerintah Kota Pekanbaru Kab-Kota SANGAT BAIK 325.5
25 Kementerian Perdagangan Kementerian BAIK 281.5
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
26 Hukum, dan Keamanan Kementerian BAIK 281
Kementerian Koordinator Bidang
27 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian BAIK 280
28 Kementerian Luar Negeri Kementerian BAIK 276
29 Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian BAIK 269.5
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
30 Menengah Kementerian BAIK 258
31 Kementerian Agama Kementerian BAIK 252
32 Badan Pusat Statistik Lembaga BAIK 302.5
33 Komisi Aparatur Sipil Negara Lembaga BAIK 300
34 Arsip Nasional Republik Indonesia Lembaga BAIK 300
35 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lembaga BAIK 292.5
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
36 Rakyat Republik Indonesia Lembaga BAIK 291.5
37 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lembaga BAIK 273
Sekretariat Jenderal Majelis
38 Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga BAIK 268

39 Badan SAR Nasional Lembaga BAIK 262.5




40 Badan Informasi Geospasial Lembaga BAIK 258.5
41 Perpustakaan Nasional Lembaga BAIK 258
42 Televisi Republik Indonesia Lembaga BAIK 255
43 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Lembaga BAIK 253.5
44 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga BAIK 253.5
45 Badan Narkotika Nasional Lembaga BAIK 253.5
46 Radio Republik Indonesia Lembaga BAIK 251.5
PEMERINTAH PROVINSI DAN KOTA
KATEGORI BAIK
47 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Provinsi BAIK 313
48 Belitung Provinsi BAIK 288
49 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Provinsi BAIK 263.5
50 Pemerintah Provinsi Aceh Provinsi BAIK 257
51 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi BAIK 256
52 Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi BAIK 254.5
53 Pemerintah Kota Pontianak Kota BAIK 311
54 Pemerintah Kota Padang Panjang Kota BAIK 310
55 Pemerintah Kota Mojokerto Kota BAIK 288
56 Pemerintah Kota Probolinggo Kota BAIK 271.5
57 Pemerintah Kota Banda Aceh Kota BAIK 267
58 Pemerintah Kota Dumai Kota BAIK 266.5
59 Pemerintah Kota Parepare Kota BAIK 261
60 Pemerintah Kota Malang Kota BAIK 256.5
61 Pemerintah Kota Balikpapan Kota BAIK 256
62 Pemerintah Kota Kendari Kota BAIK 255.5
63 Pemerintah Kota Jayapura Kota BAIK 253.5
[ B
64 Pemerintah Kabupaten Sleman Kab BAIK 321.5
65 Pemerintah Kabupaten Bandung Kab BAIK 318.5
66 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kab BAIK 285.5
67 Pemerintah Kabupaten Purworejo Kab BAIK 285
68 Pemerintah Kabupaten Badung Kab BAIK 278.5
69 Pemerintah Kabupaten Sambas Kab BAIK 274
70 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Kab BAIK 273.5
71 Pemerintah Kabupaten Agam Kab BAIK 272
72 Pemerintah Kabupaten Karimun Kab BAIK 271
73 Pemerintah Kabupaten Klungkung Kab BAIK 270.5
74 Pemerintah Kabupaten Wonogori Kab BAIK 268
75 Pemerintah Kabupaten Barru Kab BAIK 268
76 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kab BAIK 268
77 Pemerintah Kabupaten Garut Kab BAIK 266
78 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kab BAIK 264.5
79 Pemerintah Kabupaten Pinrang Kab BAIK 264.5
80 Pemerintah Kabupaten Subang Kab BAIK 263.5
81 Pemerintah Kabupaten Bone Kab BAIK 263.5
82 Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kab BAIK 263
83 Pemerintah Kabupaten Pohuwato Kab BAIK 261.5
84 Pemerintah Kabupaten Majalengka Kab BAIK 261
85 Pemerintah Kabupaten Malang Kab BAIK 261
86 Pemerintah Kabupaten Jembrana Kab BAIK 259.5
87 Pemerintah Kabupaten Sragen Kab BAIK 259.5
88 Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kab BAIK 259
89 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kab BAIK 254.5
90 Pemerintah Kabupaten Serang Kab BAIK 254
91 Pemerintah Kabupaten Lebak Kab BAIK 251.5
92 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kab BAIK 251.5




KEMENTERIAN DAN LEMBAGA KATEGORI

SANGAT BAIK

93 Kementerian Keuangan Kementerian SANGAT BAIK 402.5
Kementerian Pekerjaan Umum dan
94 Perumahan Rakyat Kementerian SANGAT BAIK 395
95 Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian SANGAT BAIK 390.5
96 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian SANGAT BAIK 385
97 Perekonomian Kementerian SANGAT BAIK 351
Badan Pengawasan Keuangan dan
98 Pembangunan Lembaga SANGAT BAIK 357.5
99 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Lembaga SANGAT BAIK 327
[
100 Kementerian Pertanian Kementerian BAIK 318.5
101 Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian BAIK 312.5
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
102 Perlindungan Anak Kementerian BAIK 306.5
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
103 Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian BAIK 271
104 Badan Siber dan Sandi Negara Lembaga BAIK 299.5
105 Daerah Lembaga BAIK 261.5
PEMERINTAH PROVINSI, KOTA DAN
KABUPATEN KATEGORI BAIK
106 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Provinsi BAIK 310.5
107 Pemerintah Provinsi Banten Provinsi BAIK 309.5
108 Pemerintah Provinsi Riau Provinsi BAIK 297.5
109 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi BAIK 296.5
110 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Provinsi BAIK 295.5
111 Pemerintah Kota Denpasar Kota BAIK 288.5
112 Pemerintah Kota Yogyakarta Kota BAIK 287.5
113 Pemerintah Kota Payakumbuh Kota BAIK 278
114 Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kota BAIK 277.5
115 Pemerintah Kota Bukittinggi Kota BAIK 275.5
116 Pemerintah Kota Cilegon Kota BAIK 273.5
117 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kab BAIK 289.5
118 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Kab BAIK 285
119 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kab BAIK 282.5
120 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kab BAIK 281.5
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
121 Kepulauan Kab BAIK 277
122 Pemerintah Kabupaten Tangerang Kab BAIK 276
123 Pemerintah Kabupaten Magelang Kab BAIK 262




